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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2013;

4. Peraturan...
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4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05

Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi dan media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan lembaga negara,
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan

selama jangka waktu tertentu.

5. Format...
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Format adalah susunan dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta
penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas.
Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan
cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN
adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
pemerintahan daerah yang dipisahkan.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah
hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

12. Kop...
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Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan
jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan
daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD tertentu
yang ditempatkan dibagian atas kertas.

Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat
yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara,
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas
sampul surat.

Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan
dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga
negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
dan BUMN/BUMD.

Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid
free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki
keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu

lama.
Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi

lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan

tinggi negeri, dan/atau BUMN/BUMD dalam

penyusunan tata naskah dinas.

Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:
jenis dan format naskah dinas;

a.
b. pembuatan naskah dinas;

o

pengamanan naskah dinas;

o

kewenangan penandatanganan; dan

e. pengendalian naskah dinas.

Pasal 3...
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Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Maret 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 432

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro-= _1<1k m dan Kepegawaian,

Suprastiwi


Rio Admiral
Highlight

Rio Admiral
Highlight

Rio Admiral
Highlight


LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

SISTEMATIKA
BAB1 JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas Arahan
1. Naskah dinas pengaturan;
a) Peraturan;
b) Pedoman;
c) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
d) Instruksi;
e) Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
f) Surat edaran.
2. Naskah dinas penetapan (keputusan); dan
3. Naskah dinas penugasan (surat perintah/ surat tugas).
B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah dinas korespondensi intern;
a) nota dinas; dan
b) disposisi;
2. Naskah dinas korespondensi ekstern.
C. Naskah Dinas Khusus
1. surat perjanjian;
a) Perjanjian dalam negeri; dan
b) Perjanjian internasional.
Surat kuasa;
Berita acara;

Surat keterangan;

a kb

Surat pengantar; dan
6. Pengumuman.
D. Laporan

E. Telaah staf

BAB II...
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BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS

A.

o 0w

NS T Do 3.

Persyaratan pembuatan;
Penomoran naskah dinas;
Penggunaan kertas, amplop dan tinta;
. Ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata
penyambung;
Penentuan batas/ruang tepi;
Nomor halaman;
Tembusan;
Lampiran;
Penggunaan logo lembaga/lambang negara;
Pengaturan paraf naskah dinas dan penggunaan cap; dan
Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas.

BAB Il PENGAMANAN NASKAH DINAS

A.

B.

Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah
Dinas;

Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi
Keamanan dan Akses;

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses;

2. pemberian nomer seri pengaman dan security printing; dan

3. pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat

rahasia.

BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A.
B.
C.

Penggunaan garis kewenangan;
Penandatanganan; dan

Kewenangan penandatanganan.

BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS

A.
B.

Naskah dinas masuk; dan

Naskah dinas keluar.

BAB ...
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BAB I

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga
yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan

penugasan.

1. Naskah Dinas Pengaturan
Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan
Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi,
Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.
a. Peraturan
1) Pengertian
Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat
secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok.
2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
peraturan adalah pimpinan tertinggi lembaga.
3) Susunan
a) Judul
(1) Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis,
nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan.
(2) Nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan
isi peraturan.
(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.
b) Pembukaan
Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
(1) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan

di tengah margin.

(2) Nama...



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-4 -

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis

(3)

(4)

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan

di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

()

(b)

(©)

(d)

(e)

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan peraturan.

Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur
filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar
belakang pembuatannya.

Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa
peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang
tepat karena tidak mencerminkan tentang latar
belakang dan alasan dibuatnya peraturan.

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok
pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam
rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan
pengertian.

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad
dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali
dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca

titik koma.

Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.

(2)

(b)

(©)

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
peraturan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan
sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan
pencantuman perlu memperhatikan tata urutan
peraturan perundang-undangan dan jika
tingkatannya sama disusun secara kronologis

berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

(d) Undang...
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(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan  Presiden perlu dilengkapi dengan
pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

(5) Diktum terdiri dari:

(a) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan
huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan
di tangah margin.

(b) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata
Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari:

(1) Semua substansi peraturan perundang-undangan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal.

(2) Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:

(a) Ketentuan Umum;

(b) Materi Pokok yang diatur;

(c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan);

(d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan

(e) Ketentuan Penutup.

Kaki

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri dari:

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan
tanggal penetapan peraturan;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan

(4) nama...
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(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan
gelar.

Pengabsahan

a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau
administrasi umum.

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “salinan sesuai
dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang
berwenang dan cap lembaga yang bersangkutan.

Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan yang dikeluarkan

oleh pimpinan tertinggi lembaga harus diundangkan dengan

menempatkan dalam:

a. Lembaran Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi
peraturan yang menurut peraturan perundang-undangan
harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia)

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

c. Berita Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi peraturan
yang menurut peraturan perundang-undangan harus
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia)

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

e. Berita Daerah; dan/atau

f. Tambahan Berita Daerah.

Distribusi

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.

Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan

sebagai pertinggal.

Contoh...
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Contoh Format Peraturan

DENGAN FAHMAT TUHAN YAND LIAHA F5A

o TENTAING

Ditataplkam di
pads tangg=l

HAMA JAEATAN,
Tanda Tangan dan Cap Jabkatan

HAMA LFNEHAP

Cimdangkan di Jakarta
Pada tamgsml 2014

EENTER] HUEUL DA HAR ASAS] MANUSIA
EEFUELIK INDOIESIA,

HNAMA MENTERI

EERITA NEGARA REFUELIE INDONESIA TAHUN ... WOMMORE ...

Mamimbang @ &, BEBIEE ..o e m e e e canaan

Larmbang negars
dan namms jabatan
vang t=lah dic=talk.

FParaturan hi=imuat
Hama Fimpinan
Lembags

Fencmmoran yvang
berurutan dalam
zatu tahun talkwin

Judul Paraturan
vang ditulic
dangan et
kapital

hi=rmuat alagan
tentang perlu
dit=taplanny=
peratuTan

Mamuat paraturan
parumdang-
undangEn vang
mamadl dagar
ditataplkanma
Paraturan

Mamuat subetans
tantang kKetdakan
vang ditatapikan

Kaota samusi dangan
alamat Jambags

pemAndatanganan

Nama jabatandan
nama langkap
Tang ditulic dangan

b. Pedoman

1) Pengertian

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang

bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan

ke dalam petunjuk

Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai

lampiran peraturan tersebut.

operasional/teknis.

Pemberlakuan

b) Lampiran...
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Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan
lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang

pedoman tersebut.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3) Susunan

a)

b)

Kepala

Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis

di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata

kiri dan tanpa diakhiri tanda baca.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari:

(1) Pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran,
maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;

(2) Materi pedoman; dan

(3) Penutup, yang terdiri dari hal yang harus
diperhatikan, penjabaran lebih lanjut.

Kaki

Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah

yang terdiri dari:

(1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca koma;

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan
cap jabatan; dan

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Contoh...
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Contoh Format Pedoman

DEINGAN FAHMAT TUHAN YAING MAHA ESA

-..TENTANT

Dritataplkan di
pads tanggsl
HARMA JAEATAN,

Tands Tangan dsn Sap Jabatan

WARIA LEWZE AP
Chmdangkan di Jakarta
Fads tanggsl 2014

MENTER] HUEUR DA HAK ASASI MANUJISIA
REFUELIK INDOIWESIA,

HARA MENTER]

EERITA NEGAFRA FEFUELIK INDONWESIA TAHUN ... NOMOE ...

ERIIMEATE @ . BRI orocecciismransn s sansa s e sra s samam e am b an s i

Lammbang n=gara
dan nama jabatan
yang t=lah dicetak.

N A

Faratiiran h=mist
Hama Pimpinan
Lembagsa,

Penomoran yang
barurutan dalam
raty tahun takwin

Judul Paraturan
yang ditulic
dangan muruf
kapital

Me=muat alacam
t=ntang parlu
ditstaplcannys
perafuran

Mamuat paraturan
parumdang-
u‘rd..:mgun Tang
mamadidazar
ditataplcanmna

Paraturan

Mamuat mubrtand
tantang kebiakan
Tang ditetapkan

Kota anzai dangan
alamat lambags
dan tanggal
parandatanganan

Hama jatatan dan
nama kngkap
ang ditulic dangan
T lempital.

Header...
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%Mpuﬁﬁﬁ

Header kozong, tidalk FERATURAN
ada halaman maupun NOMOR ... TAHUN
tulisan *" di halaman TENTANG
awal. FEDHOMAN
Judul
pedoman yang
difuliz dengan
huruf kapital
PECHOMAN
BAE I
PENDAHULUJAN
1. Latar Eelskang E'...l-f[emusx
asan
................................................................................................. temtang
2. Maksud dan .
________ e ditstapkannys
3. PFuangLingkup pedoman
4. Pengertian
N\
BAE I Terdiri dari
keonszeps:
5 dasar/polok-
6. dan seterusnys poleoke
EAE I
...................................................................................................... /
darsmmgr}a ................................................................................
NARLA JABATAN,

Tands Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGHAP

c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

1) Pengertian

a)

b)

Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas
pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan,
termasuk wurutan pelaksanaannya serta wewenang dan
prosedurnya,;

Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah
penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut.

2) Wewenang...
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2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

3)

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah pejabat yang

berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan

Susunan untuk petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah

sama.

a) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan
judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf

kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis

terdiri dari:

(1) Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup dan pengertian;

(2) Materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, dengan
jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian,
koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang
perlu untuk dilaksanakan; dan

(3) Penutup.

Kaki

Bagian kaki petunjuk  pelaksanaan/petunjuk  teknis

ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

(1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca koma;

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis serta cap jabatan; dan

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital,

tanpa mencantumkan gelar.

4) Distribusi...
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4) Distribusi

Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang
berlaku. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disampaikan
kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap

serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk

teknis diikuti dengan tindakan pengendalian.

Contoh Format

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

TENTANT

DENGAN FAHLAT TUHAN YAND MAHL ESA

Citatapkan di
pada tangzal

HALLA JAEATAT,

HAMLA LENCHAP

Diundangican di Jakarta

Fads tangz= 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUISIA
REFUELIK INDONESLA,

HAMA MFNTERI

EERITA NEGARA FFFUELIK INDONESIA TAHUN ...

B TR - . T

e TENTANTS

Tamda Tangan dan Cap Jabatan

HIMOE ...

4
7

Lambang nagara
dan namas jabatan
yang t=lah dic=talk.

j

4

Mamuat Nama

L“I'_‘

L

\

Fenomoran yang
berurutan dalam
ratu tahun talwin

Judul

Tang ditutic
dangan ruf
kapital

)

Al=mmuat alagan
t=ntamg parlu
ditstaploanmyra
persturan

i
ﬁ

Mamuat paraturan
parumdang-
Rdangan yang
mamadidagar
ditataplkanmya

Paraturan

/

Mamuat rubctanc
tantang kabdjakan
vang ditataplcan

Kota mansai deangan
alamat Jambaga
dmy tavges]
panandatansanan

ﬁ

Nama jabatandan
nama langkap
Tang ditulic dengan

u

Mamuat temtang
pargundanan dan
ditandstarzard
alkih mantari vang
mamalingzarakan
Tndcunm

Header...
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/;ﬁ MPIRAN
PERATURAN ...
Header kosong, tidak NOMOE ... TAHUN ... Judul
ada halaman maupun TENTANG Juldak/julknis
tulisan’” di halaman PETUNJUK PELAKSANAAN) TEKNIS ..............._.. /U
yang ditulis

(4]

dengan huruf
kapital.

FETUNJUK FELAKSANAAN/ TEKNIS

Memuat
alasan tentang

perlu
ditetapkannya
Jubdak/juknis

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meksud dan Tujuan

Ruang Lingloup Menunjukkan
tindakan,
PENEOTEANISAs-
an, koordinasi,
pengendalian,
dsb.

Pengertian

BAB II
PELAKSANAAN

dan seterusnya

Nama jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf kapital.

NAMA JABATAN,

= i . e N

Tanda Tangsn dan Cap Jahatan

NAMA LENGEAP

d. Instruksi

1) Pengertian
Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa
petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

instruksi adalah pimpinan tertinggi lembaga.

3) Susunan...



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

3) Susunan

a)

b)

Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri dari:

(1) kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama
pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang
negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital

secara simetris;

(2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah
dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang
disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara

simetris;

(3) kata  instruksi dan nama  jabatan pejabat yang
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(6) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda

baca koma secara simetris.

Konsiderans
Bagian konsiderans instruksi terdiri dari:

(1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan

instruksi; dan

(2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai

landasan penetapan instruksi.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

d) Kaki...
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d) Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang

terdiri dari:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal

penetapan instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
4) Distribusi dan Tembusan

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat
dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi
diikuti dengan tindakan pengendalian.

5) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga
instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-

undangan.

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

Contoh...
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Contoh Format Instruksi Lembaga

Lambang negara
dan nama jabatan
yangtelah dicetak

S

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun
takwin

EEFUBLIK NDONESLA

INSTRUKEI

..................................................................... ol

HORCF ... TAHUN ...

N——

Judul Instruksi
TENTANG yang ditulis
dengan huruf
kapital

IMemuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya
Instruksi

Dalarmn rangles ..o , dengan ini meamberi inctrulksi

. Hama/Jabatan Pegawai;
. Hama/Jabatan Fegauwai;
. Hama/Jabatan Fegauwai;
. Hama/Jabatan Pegawai;

- Ld BRI

Daftar pejabat
Yang mensrima

Untulk Instruksi

FERTAMA TP

IMemuat
substansi
tentang arahan
yang diinstruksi-
kan

KEDTTA PN

KETIGA P

dan zetaTunYA

Diksluarkan di oo

e Kota sesuai

dengan alamat
lembaga dan
tanggal
penandatanganan

HAMA JABATAN,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

HAMA LENGEAP

Mama jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf kapital

T T KN

e. Standar Operasional Prosedur (SOP)
1) Pengertian
SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk
tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
2) Tujuan SOP
SOP bertujuan untuk:

a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat

penyampaian petunjuk;

b) memudahkan...
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b) memudahkan pekerjaan;

c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan;

dan

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur

pelaksana.

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah

pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

Susunan

a) Halaman Judul (Cover)

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul
muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi
mengenai:

(1) Judul SOP.

(2) Nama Unit Kerja.
(3) Tahun pembuatan

(4) Informasi lain yang diperlukan.

Berikut...
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Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR kerja

DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP

J1. Ampera Raya Nomor 7 Jakarta 12560

4 Kop Lembaga

Judul dokumen
SOP
sesuai unit

yang
membuatnya

Tahun
Pembuatan SOP

2014

% Alamat Lembaga

b).

d)

Keputusan Pimpinan

Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka
harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya
setelah halaman judul, disajikan keputusan Pimpinan tentang
penetapan SOP.

Daftar isi SOP

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat
pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat
untuk bagian tertentu dari SOP terkait.

Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan
bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini

antara lain mencakup:

(1) Ruang...
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Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan
kebutuhan organisasi.
Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur

yang dibuat.

e). Bagian Identitas

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat

dijelaskan sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Logo instansi dan nomenklatur unit kerja pembuat.
Nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan
dalam 1 (satu) tahun takwim.

Tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh
Pejabat yang berwenang di unit kerja.

Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal
rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan.
Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja.
Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda
tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP/NIK serta
stempel/cap instansi.

Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi yang dimiliki.

Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan
yang mendasari prosedur yang di buat menjadi SOP
beserta aturan pelaksanaannya.

Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai
keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur
lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara
langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi
bagian dari kegiatan tersebut).

Peringatan, memberikan penjelasan mengenai
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi
berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada
di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan,
serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal
ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila

diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan,

yaitu...
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yaitu jika/apabila-maka (if-then) atau batas waktu (dead
line) kegiatan harus sudah dilaksanakan.

Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai

kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam
melaksanakan perannya pada prosedur yang
distandarkan.

Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan
(pokok)

perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait

mengenai daftar peralatan utama dan
secara
langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP.

Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang
perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam
kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang
akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam
proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam
proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang
sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa
langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada
langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan

menjadi dokumen yang memberikan informasi penting

mengenai

benar”.

“apakah prosedur telah dijalankan dengan

Contoh Bagian Identitas

amuy

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP 5Tahun 2012

TANGGAL PENGESAHAN 5Juni 2012

TANGGAL REVISI

DISAHKAN OLEH Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

Zita Asih Suprastiwi
NIP 19650427 133303 2 001

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRAS| PEMERINTAHAN

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Momar 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
TataNaskah Dinas;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010

w

-

@

1. Memiiki p data
2. Mengetahui fungsi dan tugas unit kerja.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. S0P Persispan Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi Standar Operasional Prosedur
2. S0P Pengajuan Usulan Unit Kerja Yang Akan Dipantau Dan Dievaluasi.

3. SOPF P Dan Evaluasi Imp S0P

4. 80P Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi SOP.

1. Struktur Crganisasi dan Tata Kerja ANRI
2. Formuiir Pemantsuan dan Evaluasi SOP
3. Komputer/Printer/Scanner

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila formuiir pemantauan dan evaluasi SOP terlambat diserahkan kepada unit kerja, maka penyelesaian SOP
terhambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

f) Bagian...
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f). Bagian Flowchart

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah

kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang

distandarkan, yang berisi:

(1)
(2)

(3)

(4)

Nomor, diisi nomor urut.

Tahap Kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan
urutan  logis suatu  proses  kegiatan. Biasanya
menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-.

Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol-
simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan.
Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar
simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan
(Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu,
Jabatan Struktural) yang ada di wunit kerja yang
bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan
penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih
dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP
tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan unit kerja
lain diletakan setelah kolom jabatan di unit yang
bersangkutan.

Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output dan
keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka
setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku
tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan
(standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan
menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end
product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang
diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar
pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian
dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan
dalam wunsur prosedur meskipun muatan dari unsur
tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit

kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, hari.

Contoh...
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Contoh Bagian Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
) Kasubag )
No Tahap Kegiatan }éarth:llag Tata .»".Lnaaklgs;a;ia Unit Kena | Kelengkspan Waktu Cutput
Laksana
T | Menginstrukskan untukmelakukan
pemantauan danevaluas pelakeanaan S0P (:) Agenda Kera | 19 menit Disposisi
? | a. Berkoordinasidenganevaluatoruntuk [
memastikan waktu pemantauandan
evaluazi SOP AP diunit kena h 4
b. Memenntahkan Fungzional Umum uniuk |__| Dieposisi 15 menit Dizposizi
menggandakan S0P AP unitkena yang
akan dipantau dan dievaluasi
3 E ktnggarﬂakaggg}igﬂ!nkh Kena ,_1
. nyerahkan APunitkena yang ) . ; .| S0P AP yang telah
telah digandakan \__I Disposisi 30 menit Digandakan
4 | Berkoordinasidengan unit kena untuk r .
o > Terkoordinasi
memastlkan_waktuc!an ?emp_at pemantauan I:_} ] 10 menit | kannya waktu dan
dan evaluazi SOPdiunit kena
tempat
5 | Memantaudan mengevaluasiimplementasi
SOF unit kena denganwawancars langsung
a. Kabag. Ortala mengarahkan )
— Formulir - X
b Kasubag Tats Laksana Formulir hasil
mengorgansasikan | t:l |‘-:l '::1 | dpemantaluar! 90 menit | pemantauan dan
c. Analis Tata Laksana mencatat dan ags;aﬂu;m. evaluasi
menyiapkan bahan '
& | a. Mencatat hasilpemartauan danevalias
diformulir pemantauan dan evaluasi
yang telah disiapkan L Formulir hasi
b. Memints pejabatunit kerauntuk Formulir hasil 30 meni | PETENIAUAN dan
menandatangani Formulir Pemarntauan pemantauan ment | o aluasiyangielh
dan Evalussi Implentasi SOP AP dan evaluzsi ditandatangani
selanjutnya menyerahkan kepada
Kasubag Tatalalsana
7 | Memenntahkan Anals Tata Laksana untuk Formulir hasil
menggandakan formulir hasil pemantauan L pemantsuan
dan evaluazi SOP AP dan membuat konsep E dan evaluasi 10 menit Diposisi
nota dinas penyampaian formuli yang telah
ditandatangani
& | a. Mengoandakan formulir pemantauan Farmulir hasil
dan evaluazi SOP AP L pemantauan dan
b. Menyerahkan konzspnot dinas l_:l Dizposisi 15 menit | evaluasivangtslah
penyampaian formuli |_L ditandatangani,
Konsep Mot Dinas
% | Memznksa konzep nots dinas.
Jika setuju menyampaikan kepada Kabag
Ortala. b Konsep Nota 10 menit Konsep Mot Dinas
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Anal Dinas yang telah dipenksa
Tata Laksana untuk diperbaiki 4
10 | Memerksa konzspnota dinas.
Jika setuju, menandatangani dan e
Eﬁ:l;\);er::hkan kepada Kasubag Tate Konsep Mota 10 menit MNota Dinas,
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Dinas Disposisi
Kazubag Tatalakeanaunuk diparbaik
11 | Menyerahkannotadinas kepadafungsional
umumuntuk diserahkan kepada unit kena Q Mota Dinas. 10 menit Mota Dinas.
Dizposisi Disposisi
12 | a. Menyampaikan notadinas sera formulie Formulir hasil
hasil pemantauandan evaluasi kepada pemantauan dan
unit kena ] . . evaluasi,
b. Mendokumertaskan hasl pemantauan Nota Dinas 13 menit Dakumentasi hasi
dan evaluasi SOP AP pemantauan dan
evaluasi

Marma Waktu: 260 menit

g) Bagian...
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g) Bagian Pendukung

Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-contoh
formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan

atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan.

f. Surat Edaran

1) Pengertian

2)

3)

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan

tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat
edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat dilimpahkan
kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk

sesuai dengan substansi surat edaran.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

(1) kop surat edaran yang ditandatangani sendiri atau atas
nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang
negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital

secara simetris;

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang
disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara

simetris;

(3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi
surat edaran;
(4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang

negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta

nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;

(5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat

edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(6) rumusan...
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(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:

(1) Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

(3) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

(4) Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain

yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
(5) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak;
(6) Penutup.

c) Kaki
Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang

terdiri dari:
(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan

huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3) tanda tangan pejabat penanda tangan;

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis
dengan huruf kapital; dan
(5) cap dinas.

4) Distribusi
Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara
cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat

edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.

Contoh...
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Contoh Format Surat Edaran

HAMA JABATAN/NAMA LEMBAGA

SUFRAT EDAFAN
HOROE ... TAHUN ...

TENTANG

1. Latar Belakang

; L{___-L__:u:] . jm Tujum ...............................................................

; ng mgkup ......................................................................

) DEH ....................................................................................

R

§. Penutup
Drit=tapleam di ..o
padatengeal
HNAMA JABATAIN,

Tanda Tangan dan Cap Jabat=n

HAMA LENGKAP

Tambuzan:

2
3. dap sst=ruznys=

Lambang negara/logo
l=mbaga dan namsa
jabatan fnarms
lambaga yang

telah dicetak

e

* | Daftar pejabat yang
menerima SE.

?
s
} Mamuat alagan

4

paty tahun takwin

Penomoran yang
} berurutan dalam

i
Judul 3E yang

,a/j dituliz dengan
by

hurufkapital

t=ntang parlu
dit=tapleannya 2E

e

Memuat peraturan
yangmenjadi daszer
ditetaplkannya SE

}((J Memuat s edaran
Memgznai  hal

tertentu yang dianggap
mendssak,

}Y’ Kot ssspail  demgan
alamat Lembags dan

tanzzal

\panan:latangamn
e

Nama jabatan dan
nama lengkap dituliz

kapital

Craftar pejabat yang
menerima tembusan

Surat Edaran.

2. Naskah...
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.

a. Pengertian
Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang
bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan

pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

1) Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/

material/ peristiwa;

2) Menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim,;

dan
3) Menetapkan pelimpahan wewenang.

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang

menerima pendelegasian wewenang.

c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala keputusan terdiri dari:
(a) kop keputusan yang ditandatangani sendiri atau atas nama
pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara,
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara

simetris;

(b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

(c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

dan

(g) nama...
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(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda

baca koma.

Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari:

(@) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/
tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya

keputusan; dan
(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

(a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan

huruf awal kapital;

(b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata

menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan

(c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan
salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan
sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi
keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan
seterusnya.

Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah,
yang terdiri dari:

(a) tempat dan tanggal penetapan keputusan,;

(b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf

kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan

(d) nama...
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(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

d. Pengabsahan
1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu
keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan
dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab
di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang

ditunjuk sesuai dengan isi keputusan.

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri atas
kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga,
nama jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda

tangan.

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan

cap dinas lembaga.

e. Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang

berkepentingan.

f. Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus

disimpan sebagai arsip.

Contoh...
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Contoh Format Keputusan

(Ditandatangani Oleh Pimpinan Tertinggi Lembaga)

HAMA JADATAN

M=n=tapkan : KEFUTU2AN ....

EESATU: mengamgloat oo ene e e s s s s s s e
KEDUA : menugsclsm o e e e
EETIEA © e s s e e s s s e e e

Dit=tapkan di ..
padatanggal e

HAMA JABATAN,
Tanda Tangan dan Cap Jabatan

HAMA LENGEAFP

} Memuat
peraturan yang
menjadi dasar
ditetapkannya

Lambang
negara dan
nama jabatan
yangtelah
dicetak

o Penomaranyang
berurutan dalam

satu tahun
takwin

Memuat alasan
tentang peru
ditetapkannya
Keputusan

}' Judul
Keputusan

} ditulis dengan
huruf kapital

Keputusan

IMemuat substansi
tentang kebijakan
yang ditetapkan

Kota sesuai dengaf
L/ alamat lembaga
dan tanggal

penandatanganan

Mama jabatan
dan nama
lengkapyang
ditulis dengan
huruf kapital

Contoh...
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Contoh Format Keputusan
(Ditandatangani Oleh Selain Pimpinan Tertinggi Lembaga)

Lambang
NAMA LEMBAGA negara dan
o ) nama jabatan
yangtelah
dicetak

HAMA JABATAN

FEPUELIK INDCNMESIA Penomaranyang
berurutan dalam
satu tahun
HKEPTUTUEAT et s ee e e s e ee e takwin

Judul

Keputusan
ditulis dengan
huruf kapital

Memuat alasan
tentang peru
ditetapkanmya
Keputusan

. } Memuat
- . 1 ) peraturan yang
e : menjadi dasar
) ditetapkanrya

Keputusan

Memuat substansi
EESATU: mangamgkiomt oot s e s ee s s e tentang kebijakan

I'.:IDU:‘L D OIRERUEETICATL ... e e e e e e e }lﬂng d”etﬂpkﬂn
EETIGA © i s e mr s b s s s

Kota sesuai dengar
. ) L/ alamat lembaga
Ditstaplean di .o dan tangoal

penandatanganan

padatanggal e,

HAMA JABATAN, }
Tanda Tangan dan Cap Jabatan

HAMA LENCEAP Mama jabatan
dan nama
lengkapyang
ditulis dengan
huruf kapital

Contoh...
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Contoh Format Salinan Keputusan

Logo dan namsa
lembaga yang
SALINAN telah dicetals

HARA LEMBACGA

Penomoran yang
berurutan dalam

EEFUTTEAI i s satu takun talowin
el

TENTANG }Z Judul K=putuzan

dituliz dangan
huruf kapital

Memuat alazan
tentangperlu
ditetaplannya
keputusan

I
}2 Mermuat

peraturen
perundang-
undangan yang
menjadi dazar
ditetaplannys
Keputusan

Z Me=muat substanci
tentang kabijakan

Kota s=cusi dengan
alamat l=mbaga
dan tanggal

Ditstaplkan di ..
pads tangral s

MAMA JABATAN,
Pencantuman ttd.
td. gdiantara nama

penandatanganan

jabatam dan nama

HNARA IFNCGEAP lengkap

Zalinan s=rusi de=ngan acliny=

Hama Jabatan,
Fuang

peneabhzahan

Tanda Tangsn

Hama Langkap

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)

a. Pengertian
Surat perintah/surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh
atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat
lain yang diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang harus
dilakukan.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan
Surat perintah/surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan

atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.

c. Susunan...
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c. Susunan

1)

2)

3)

Kepala
Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri dari:
a) kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara atau

logo;

b) kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital

secara simetris; dan
c) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas.

Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri dari hal-

hal sebagai berikut:

a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau  dasar:
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/
surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan

ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut;

b) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi tugas,
secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama

dan jabatan pegawai yang mendapat tugas;

c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang

tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Kaki

Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah

kanan bawah yang terdiri dari:
a) tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri

dengan tanda baca koma,;
c) tanda tangan pejabat yang menugasi;

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/
surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap

awal kata; dan

e) cap dinas.

d. Distribusi...
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d. Distribusi dan Tembusan

1) Surat perintah/surat tugas disampaikan kepada yang mendapat

tugas.

2) Tembusan surat perintah/surat tugas tugas disampaikan kepada

unit kerja/lembaga yang terkait.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi
dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor

urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.

Format surat perintah/surat tugas dapat dilihat pada contoh

dibawah ini.

Contoh...
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Contoh Format Surat Perintah/Surat Tugas

NAMA LEMBAGA
JALAT e e
Lngn TELEPON........... FAKSIMIE..........
SURAT FERINTAH, SURAT TUGAS
NOMOR .. /... ... ..
Menimbans, 8 BERWE e e e e e e e e e e e e e o ;
B BERWA e e e e e e e e ;
Ciazar e :
e e e e e e e e mm e e e e e e e
Memberi Perintah
Eepada 3
e et enea men memn e e e mmn 2w memn e e memn e e e emnn :
T :
4. dan seterusnys.
Untuk P ;
e tem e e nmns amns e e e e e wmmn e w2 a2 e ;
O ;

4. dan zeterusnys.

[ama Tempat, Tangeal

lama Jabatan,
Tands Tangsn dan Cap Lembaga

Mama Lenskap

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern
a. Nota Dinas

1) Pengertian

Penomoran
Fang
berurutan
dalam zatu

tehun talowin

Memuat
peraturan /
dazar
ditetapkan-
nya

Surat
Perintah

Daftar
pejabat yang
menerima

perintah

Memuat
substansi
grshan  yang

diperintahlan

Kota zezusi
alamat
lembags dan

tanggal pe-

Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga.

2) Wewenang...
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Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Nota dinas dibuat oleh pejabat suatu lembaga sesuai dengan
tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan
a) Kepala
Bagian kepala nota dinas terdiri dari:
(1) kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja
yang ditulis secara simetris di tengah atas;
(2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;
(3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;
(4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik;
(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital,
(7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka,
isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.
c) Kaki
Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama
pejabat, dan tembusan (jika perlu).
Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas.
b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern lembaga.
c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan
nomor nota dinas, kode jabatan penanda tangan, kode

klasifikasi arsip, bulan, dan tahun.

Contoh...
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Contoh Format Nota Dinas

Nama lembaga

NAMA LEMBAGA
UNIT KERJA
NOTA DINAS
NOMOR .../.../.../BULAN/TAHUN
4 1 < P
Dar 0 o
Hal e eeaa e
TangEal @ e eeaaanas
Tanda Tangan
Nama Lengkap

Tembuszan
1
2 s
S

Nama unit
kerja

Penomoran
yang
berurutan
dalam satu

tahun talowin

Memuat
laporan,
pemberitahuan,
arahan,
peringatan,
SAran,
pernyataan, atau
permintaan
berupa catatan
ringkas terhadap
suatu masalah.

Nama lengkap
ditulis dengan
humf awal
kapital, tidak
dibubuhi cap
dinas

b. Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut /tanggapan

terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi,

tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan,

merupakan satu kesatuan dengan surat masuk.

lembar disposisi

Contoh...
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Contoh Format Disposisi

NAMA LEMBAGA

LEMEBAR DISPOSISI

Nomor Agenda,/Registras:i - Tkt. Keamanan : SE/R/B

Tanggal Penerimaan : Tgl. Penyelezaian :

Tanggal dan Nomor Surat USSR OO UE U SEUPO PSR PORPPPR

Dari Tttt eeeeeaeeatesaeaatenaeenaeeaaennaeanan
Ringkasan Isi e
Lampiran
Dizposisi Diteruskan kepada: Paraf
1
2
3
4.
5.
&
8
9.

c. Surat Undangan Intern
1) Pengertian
Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat
undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lembaga tersebut
untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat,
upacara, dan pertemuan.
2) Kewenangan
Surat undangan intern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3) Susunan
a. Kepala
Bagian kepala surat undangan intern terdiri dari:
(1) kop surat undangan intern yang ditandatangani sendiri atau

atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan

lambang...
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lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf
kapital secara simetris;

(2) kop surat undangan intern yang ditandatangani oleh pejabat
selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun
daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo,
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri
di bawah kop surat undangan intern;

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan
nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan
intern (jika diperlukan).

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri dari:

(1) alinea pembuka;

(2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara; dan

(3) alinea penutup.

Kaki

Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan

yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan

nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

Format surat undangan intern sama dengan format surat dinas,

bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat

undangan intern dapat ditulis pada lampiran.

Contoh...
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Contoh Format Surat Undangan Intern

NAMA LEMBAGA
UNIT KERJA
Nomor : ... Jood od (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.)
Sifat
Lampiran
Hal Undangan
Yih oo
................................... (Alinea Pembuka dan Alinea Ist) ...

pada hariftanggal @

waktu Dopuad

tempat 00 1

- P

.......................................................... [Alinea Penutup).....coooeeeeeceeceeenne
Nama Jabatan,
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)
Nama Lengkap

Tembuzan
| S
2 e
S

|

Nama instansi
dan nama umnit

\ kerja

Tempat dan
tanggal
pembuatan

surat

\

Alamat tujuan
yang dapat
ditulis di bagian
kiri, dan
jumlahnya
cukup banyak,
dapat dibuat
pada daftar

lampiran

Nama.Jabatan
dannama
lengkapyang
ditulis dengan
huruf awal
kapital

Contoh...
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Intern

Lampiran Surat ........ceeeeeee
Nomeor : ... A F
Tanggal @ s,

Nama Jahatan,

(Tanda Tangan dan Cap
Lembaga)

Nama Lengkap

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
a. Surat Dinas
Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam,
yaitu surat dinas. Bentuk surat dinas disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing lembaga, seperti official style, full block style, semi

block style, dan modified style.

1) Pengertian...
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1) Pengertian
Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut

2)

3)

surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak

lain di luar lembaga yang bersangkutan.

Wewenang Penandatanganan

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama
pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara,
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai
nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf
awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimi surat; dan

alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka,

isi, dan penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri dari:

1)

2)
3)

nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma;

tanda tangan pejabat;

nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan

huruf awal kapital;

4) stempel...
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4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan
ketentuan; dan
5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima
(jika ada).
Distribusi
Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat
dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas
diikuti dengan tindakan pengendalian.
Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat
dinas.
b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan jumlahnya.
c) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa

diakhiri tanda baca.

Contoh...
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara

Nomor S Y S Y S
Sifat :
Lampiran :

~-[Tempat],..[Tgl.,Eln., Thn]

Nams Jabatan,

[Tands Tangan dan Cap Jabatan)

Namsa Lengkap
Tembusan:

Alamat Lenglkap

Kop surat vang
berupa
lambang
negara dan
nama jabatan
yang telah
dicetalk

Tempat dan
tanggal
pembuatan
surat

Alamat
tujuan yang
ditulis di

I=i Burat

Nama
Jabatan dan

lengkap
yvang ditulis
dengan
huruf awal
kapital

Contoh...
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Nonpejabat Negara

NAMA LEMBAGA
JALAN L, TELEPON..... ... , FAKSIMILE
Nemor < oofof oo o] . (Tempat],..[TeL, Bln., Tha |
Sifat :
Lampiran
Hal
.1
ceeeeeeemeenenne| Almea Pembulea)
e mes T2
eeeeeeeeeenAlinea Penutup) .
Nama Jabatan,
(Tanda Tangan dan Cap Lembags]
Nama Lengkap
Tembusan:
1
s
K

b. Surat Undangan Ekstern

1) Pengertian

Kop surat
berupa logo,
nama lembaga,
dan alamat
lengkap

vang telah
dicetak

Alamat
tujuan yang
ditulis di

bagian lir

Nama jshatan
dan nsma
lengkap yang
ditulic dengan
huruf awal

kapital

Surat undangan ekstern adalah surat dinas yang memuat

undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti

rapat, upacara, dan pertemuan.

2) Kewenangan

Surat undangan ekstern ditandatangani oleh pejabat sesuai

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan...



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

_ 45 -

3) Susunan

a.

b.

C.

Kepala

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri dari:

(1) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani sendiri
atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan
lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf
kapital secara simetris;

(2) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani oleh
pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat
maupun daerah dan  sekretariat lembaga negara
menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan
huruf kapital secara simetris;

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri
di bawah kop surat undangan ekstern;

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan
nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan
ekstern (jika diperlukan).

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri dari:

(1) alinea pembuka;

(2) isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara; dan

(3) alinea penutup.

Kaki

Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri dari nama jabatan

yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan

nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Format surat undangan ekstern sama dengan format surat

dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada

surat undangan ekstern dapat ditulis pada lampiran.

2) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat

berbentuk kartu.

Contoh...



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 46 -

Contoh Format Surat Undangan Ekstern

NAMA LEMBAGA
JALAN. ottt
TELEPON......ooorenee , FAKSIMILE........oeee.
Nomor : ... O IO Y (Tempat), (Tel., Bln., Tha.)
Sifat
Lampiran
Hal Undangan
b1
................................... (Alinea Pembuka dan Alinea Ist] ..o
pada hari/tanggal &
wakiu Dopul e
tempat
BCATE 1 e ren s neen et e
.......................................................... (Alinea Penutup).......oooeeoecemeceerecenene.
Nama Jabatan,
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)
Nama Lengkap
Tembusan
| F T
2
R

Nama dan
alamat
lembaga yang
telah dicetak

Tempat dan
tanggal
pembuatan
surat

Alamat tujuan
vang dapat
ditulis di bagian
lari, dan
jumlahnya
cukup banyak,
dapat dibuat
pada daftar

lampiran

Mama.Jabatan
dannama
lengkapyang
ditulis dengan
hiuruf awal

Contoh...
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstern

Lampiran Surat ........ceeeeeee
Nomeor : ... A F
Tanggal @ e

Nama Jahatan,

(Tanda Tangan dan Cap
Lembaga)

Nama Lengkap

Contoh...
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Contoh Format Kartu Undangan

NAMA JABATAN

[ R e R R P R R PR TR ]

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapalk/Ibu/Saudara

pada acara

* Harap hadir 30 menit Palkaian : ......ccceeinees
sebelum acara dimulad Laki-laki @ ....ooiveiiinnes
dan undangan dibawa Perempuan: ...............

* Konfirmasi: TNI/Polri

C. Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian
a. Pengertian
Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan
bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan
hukum yang telah disepakati bersama.
b. Jenis Perjanjian
Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan luar negeri.
1) Perjanjian Dalam Negeri
Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat
maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau

perjanjian kerja sama.

a) wewenang...
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a) Wewenang dan penandatanganan
Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik
di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

b) Susunan
(1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

(a) lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara
simetris, atau logo (untuk nonpejabat negara) yang
diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan
dengan penyebutan nama lembaga;

(b) judul perjanjian; dan

(c) nomor.

(2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi

perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup

kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian
perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi
kesepakatan para pihak.

(3) Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama

penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian

dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh...
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri

Untuk Pejabat Negara

FEF.JAN.JIAM EEF.JA BEARA

yang diatur dalam ket=ntusn c=bagsai berilut:

Fazal 1
TUJTAN KEFEJA SAMA

Pacal 3

Pazal 4

ANTAFA
DAN
TENTANG
HOMOFE s
HOMOF. s
Fada hari ini, ... , temggal ... , bulan ... , t=hunm ... , bert=mpat di ...,
yang bertanda tangan di bawah ini
- , eelmjumya diz=but s=bagai Pihak I
2T s , elmjumya diz=but sebagsi Fihak I
berzepakat untuk melakukan kerja cama dalam bidang.....cocoiccn .

——— ——

Judul
perjanjian
[ama
naszkah
dinaz, para
pihak, ohjek
perjanjian|

Penomoran
Fang
berurutan
dalam =satu
tahun

takowin

Memuat
identitaz
pikal yang
menzadalan
dah me-
nandatangs
ni

perjanjian

Memuat
materi
perjanjian,
yang ditulis
dalam
bentuk

paszal-paszal

Pasal 5...
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Fa=al 5

PENTELESAIAN PERSELISIHAN

Fas=sl &
LATN-LAIN

(1] Apshbila terjadi hal-hal yang di luar kelmiassasn kedua belsh pihak atau
farce  maojeure, dapat dipertimbanglkan kemungliman perubshan
tempat dan wakitu pelakssnzan fugas pekerjaan dengsn persetujuan
kedusa belsh pihalk.

(2] Yamg termasulk force majeurs adalsh
2 bencana alam;
b.tmdakan pemermtsh di bidang ficlkal dan moneter;
c. keadssn keamanan yang tidslk mengimmloan.

(3] Segala perubshan dan/atsu pembatslan terhadap pisgam lkerjs zams
i aksn distur bersams kemudisn ocleh Pihak Pertamsa dan Pihsak

Hedua.
Pacal 7
PENUTUP
MNama Instfus: Nama Instta=
MNamsa Jabatan, Nams Jabatan,
Tandsa Tangsn Tanda Tangan
Mama Nama

Contoh...
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri

Untuk Nonpejabat Negara

Logo =Her
Pihak PERJANJIAN KERJA SAMA F1
1 ANTARA 2
DAN
TENTANG
HOMOR e
NOMOR. .o
Peda har ini, ... , tansEml ... . bulan . , tahun .. , bertempat di ...,
yang bertands tangen di bawsah ini
| T cccmmeeeeeeee, , selgjutnys dizebut zebazai Fihak [
P S L e , selgjutnye dizebut sebazai Pihak 1T

berzepalkat untul melalulkean kerja zama dalam bidans
yang distur dslam ketentusn =zehagsi beriloat:

Fasal 1

TUJUAN EERJA SAMA

Pazal 3

Judul
perjanjian
(nama
naczkah
dmnas, para
pihak, objek

perjanjian|

Memuat
identitas
pihak yang
mengadakan
dan me-
nandatanga
m

perjanjan

Memuat
materi
perjanjian,
vang ditubs
dalam
bentulk

pasal-pacal

Pasal 5...
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Pasal 5

FENYELESAIAN PERSELISIHAN

Paszal &
LAIN-LAIN

(1} Apsbils terjadi hal-hal yang di luer keltuasssn kedua belah pihslk atan
force majeurs, dapat dipertimbangkan kemunglimsn perubahan
tempat dan wakiu pelskzanasn fugss pekerjaan dengan persetujuan
kedua belah pihak.

(2] Yemg termasul force majeure adalsh
2. bencansa slam;
b.tmdakan pemermtah di bidang ficksl dan moneter;
z. keadasn keamanan yang fidak mengizmkan.

(3] Segala perubshsn dsn/stsu pembatalan terhadsp piagam kerja sams
i alan distur bersama kemudian cleh Pihelk Pertama dan Pihek

Hedus.
Pasal 7
PENUTUF
Mams [Insthus: Nama Institus=i
Nama Jabatan, Nama Jabatan,
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Nama

2) Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan
nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
di bidang hukum publik.
Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau
lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional
lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban
untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk

mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara.

Hubungan...
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Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas
prakarsa dari lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah,
serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

(1) Pembuatan perjanjian internasional dibuat melalui tahap
penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan
naskah, dan penandatanganan;

(2) Perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya; dan

(3) Lembaga negara dan lembaga pemerintah baik tingkat pusat
maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat
perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan
konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut
dengan Menteri Luar Negeri.

b) Susunan

(1) Kepala
Bagian kepala terdiri dari:

(a) Lambang negara masing-masing pihak yang diletakkan
di tengah atas;

(b) nama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional/ Memorandum Of Understanding (MoU); dan

(c) judul perjanjian internasional.

(2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh terdiri dari:

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh
perjanjian internasional/MoU;

(b) keinginan para pihak;

(c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian internasional
tersebut;

(d) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

(f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang

tertuang dalam pasal-pasal.

(3) Kaki...
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(3) Kaki

Bagian kaki terdiri dari:

(a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama
pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan
dengan penyebutan dalam judul perjanjian internasional;

(b) tempat dan  tanggal penandatangan = perjanjian
internasional,

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian
internasional; dan

(d) segel asli.

Contoh...
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Contoh Format Kesepakatan Awal/Letter Of Intent

LETTEE CF INTENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF ..ioiiicieiiaiieemeeneaneannns
OF THE REFUELIC OF INDONESIA
AND THE .o
CONCERNING PROVINCE CITY

The Government of the Provinece City of . the Republic of
Indonesia and the ... hereinafter referred to as “the Parties™;

Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation
between the people of the two cities/ provincies;

Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits;

Do hereby declare our intention to establish Sister City /Province Cooperation as a

basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in

the following fislds:

a. Exchange of experts on order to improve the management of the
cities/provincies;

b. Trade and promotion;

c. Administration and information;

d. Culture and arts;

e. Youth and sport.

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate
measzures in due course.

DONE in duplicateat .................. sonthis .,dayof. , in the
== - ;inIndonesian, ... and English lanpuapges,
all text being equally authentic.

For the Government of the Province/City of 1

.................. of the Repuklic of Indonesia

Contoh...
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Contoh Format Memorandum Of Understanding

Lambanz negara
MEsinE-mMasing
Pihal

MEMOFANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

COMNCERNING
SIETER. FROVINCE |[CITY) COOPERATICN

ThE (e ; Fepublic of Indonegis and the ..., , h=rzinafter
rafarred to ac the Partiec;

D=ziring to promote favourabl= relationz of parmerchip and cooperation betwe=en th=
pe=opls of the two provinces and;

Feoognizing the importance of the principl=c of =quality and mutual ban=ftz;

Feferring to the Letter of Inteant batwean ..y the Fepuhblic of Indonecia

and . concerning Sizter Province ([City] Cooperaton, zigned in
Purzuant to the prevailing laws and regulsticns in the regpactve countriss;
Have agr==d az followsz:
Articls 1
Objective and Scope of Cooperation

Cther ar=as agra=d upon by the Parti=z.
Articl= 2
Funding

Articl= 3

Tachnical Arrangsmant

Article 4...
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Article 4
Worldng Group
a.
b

Article &

Settlement of Disputes

Article §
Amendment
Article 7
Entry Into Force, Duration and Termination
B et e o o e o e £t £ o £t e et 2o S ettt e
b.

in witnesz whereof, the undersiened being duly authorized thereof by their
respective Government, have signed this Memorandum of Understanding.

done in duplicated ifn ..o on this .. day of
.......................................... In the year of ............... and one in hdonesia,
.................................. and Englizh languaese, 81l texts being equally authentic. n

caze of any divergence of interpretation of thiz Memorandum of Understanding, the

FOR. .t s cea e

REFPUELIC OF IND-ONESIA

Contoh...
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Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian

LAMBANG

HEGARAS
LOGO

2. Surat Kuasa

Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat
kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).
a. Pengertian
1) Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian
wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/ perseorangan
atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan; dan
2) Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full
powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri

yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.

b. Susunan...
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b. Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari:

a) kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

b) judul surat kuasa; dan

c) nomor surat kuasa.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang

dikuasakan.

Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal,

bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para

pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Contoh...
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Contoh Format Surat Kuasa

NAMA LEMBAGA
Logo

SURAT KUASA
NOMOR ... [../ .../ ...
Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama

G

Penerima Kuasa, Pemberi Kuaza,

Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIF NIP

Nama Lengkap

Logo dan nama
lembsga yang
telsh dicetsk

Penomoran
yang berurutan
dalam satu

tahun talowin

Memuat
idenfitac yang
memhberikan
kuasa

Memuat
pernyataan
tentang pembe-
Y131 WeWernang
kepada pihak
lam untuk me-
lalilkean suatn
tmdakan
tertentu

o A A A

N

Kota sesua
dengan slamat
Lembaga dan
tangeal pe-
nandatsngan-
an

Contoh...
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Contoh Format Surat Kuasa (Full Powers)

Untuk Penandatanganan MoU

MENTERI LUAE NEGERI
REFUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
NOMOR . /...[...[...]..

Yang bertanda tangan di bawah imi, ... (nama pejabat).....,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memben lmasa penuh
kepada

Nama Pejabat

Jabatan (Menteri/Gubernur /Walikota/dsb.)

untuk menandatangani atas nama pemernntah Republik
Indonesia, Hota Kesepahaman antara Pemerintah

(Provin=i/Kota/d=b ). ... Republik Indonesia dan
Pemerintah ... asing/negara sahabat . mengenai kerja
= T D (bidang) ..............

Sebagai bulkti, surat luasa ini saya tandatangani dan saya
bubuhi materai di Jakarta pada tanggal ._.._... bulan. .. ... tahun
dua nibu ...

Tanda Tangan

Nama Menteri Luar Negern

Republik Indonesia

Contoh...
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Contoh Format Surat Kuasa Untuk Penandatanganan MoU

(Dalam Bahasa Inggris)

MINISTER FOR FOREEIGN AFFAIRS
EEPUELIC OF INDONESIA

FULL POWERS

The undersigned, ... ... nama pejabat]....., Mimister for Foreign
Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

Name of Official
Jabatan (Minister / Governor  Magyor)

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia,
the Memorandum of Understanding between the Government
v’ Eepublic of Indonesia and the Government
...... asmg/ Negara sahabat........ concerning ... |bidang).....
cooperaticn.

IN WITNESS WHEREQOF, 1have signed and =sealed this Full Powers
in Jakarta on this...... day of...... in the year two thousand...........

Signature
(Tanpa Cap)

Name of

the Minister for Foreign
Affairs of the Republic of
Indonesia

3. Berita...
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3. Berita Acara

a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan

bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada

waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para

saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

b. Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri dari:

a) kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan nama
lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf
kapital;

b) judul berita acara; dan

c) nomor berita acara.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para
pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara;

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat
dengan sebenar-benarnya.

Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para

pihak dan para saksi.

Contoh...
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Contoh Format Berita Acara

NAMA LEMBAGA
Logo JALAM e a s

BERITA ACARA
NOMOR .../ ..fof ] oo

Padas harvipm, ......, tangesl ..., bulan ... , tahun ... , kami masmg-
masing:
1. ......inamsa pejshat|, ... [NIF dan jshatan|, selamjutnya disebut Fihak
Pertama,
dan
2. cdpthak lam|......., selamjutnya disebut Pihak

Kedusa telsh melalrsanslan

2. dan seterusnya

EBerita acara mu dibuat dengan sesungruhnya berdasarkan ....ooovveecnennen..

Dibuat di

Pihslk Kedua, Pihslr Pertama,

Tands Tangan Tanda Tangan

MNama Lengkap. ... WNama Lengkap. ...

Mengetahui/ Mengesahlcan
Nams Jshatan,
Tands tangan

Nama Lenglkap.......

4 dilsksanslkan

c. Lampiran Berita Acara

Logo dan nama
lembaga vang
telah dicetak

Penomoran vang
berurutan dalam
satu tahun

talowin

Memu at
identitas para
pihak yang
melaksanskan
kegiatan

Memuat
kegiatan  yang

Kota sesum
dengan slamat

lembaga

Tands tangan
para pthak dan

para saksl

Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara

lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset/arsip yang

terkait dengan materi muatan suatu berita acara.

4. Surat Keterangan

a. Pengertian

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi

mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan

kedinasan.

b. Wewenang...
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b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:

a) kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama lembaga
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

b) judul surat keterangan; dan

¢) nomor surat keterangan.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang

menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang

seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya

surat keterangan.

Kaki

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat,

tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama

pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian

kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Contoh...
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Seseorang

NAMA LEMBAGA
Logo

SUEAT KETERANGAN
NOMOR .../.f )]

Yang bertanda tangan di bawah ini,
nama

NIP
jabatan

dengan ini menerangkan bahwa

=4
NIF N
pangkat/golongan @ .
jabatan S

dan seterusnya

Jakarta,
Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda Tangan dan Cap Lembapga
Nama Lengkap

Loen dan nama
lembaga yang
telah dicetak

Fenomoran yang
berurutan dalam
satu tahun
talowin

Memuat
identitas yang
memberilian
keterangan

Memuat
identitaz yang
diberi
keteranzan

~_ o . X TS

Memust informa-
=i menzenai
suatu hal atsu
zezeorang untuk
kepentinzan
kedina=zan

Kota sezuai
dengen alamat
Lembazs dan
tanezeal pe-

nandatansanan

Contoh...
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa

Logo dan nama
lembags yang
telah dicetak
NAMA LEMBAGA
B Y
TELPON....c.coneuann FAKSIMILE.........

Penomoran yang
berurutan dalam
zatu tahun
takowin
SURAT KETERANGAN
NOMOR .../ vuef eef wenf o

Yang bertanda tangan di bawah ini, Memuiat
identitaz yang
nama PSS memberikan
NIF PR keterangan
Jabatan S

dengan ini menerangkan bahwa pada  hari inid
....... tanggal.....tahun....jam.....telah terjadi hal/ peristiwa:

Memuat
identitaz yang
diberi
keteranzan

Memuat informa-
= mengenai
zsuatu hal atan
zezeorans untuk
kepentingan
kedinazan

I N S S N T

Demilosn  surat keterangsn pu  dibust untuk digunsksn
sebagmimans mestinya.

Kota sezusi
denzan alamat
Lembaza dan

Pejabat Pembuat Keterangan, tanggal pe-
nandstanganan

JAKATTA, vvvrervnriarnrrarrsrsrnnnnea

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

5. Surat Pengantar
a. Pengertian
Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan

tanggung jawabnya.

c. Susunan...
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c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:
a) kop surat pengantar;
b) nomor;
c) tanggal;
d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri
dari:
a) nomor urut;
b) jenis yang dikirim;
c) banyaknya naskah/barang; dan
d) keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:
a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
(1) nama jabatan pembuat pengantar;
(2) tanda tangan;
(3) nama dan NIP; dan
(4) stempel jabatan/lembaga.
b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) nama jabatan penerima;
(2) tanda tangan;
(3) nama dan NIP;
(4) cap lembaga lembaga;
(5) nomor telepon/faksimile; dan
(6) tanggal penerimaan.
d. Hal yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk

penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

Contoh...
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Contoh Format Surat Pengantar

NAMA LEMBAGA

Nama dan
alamat lembaga

Nama jabatan, Nama jabatan,

Tanda tangan Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap

No. Telepon

JALAN.....cooennnen. , TELEPON.......coevene. , yeng t=lah
FAKSIMILE............
Tempat dan
tangeal
""[Tg'L,B'lﬂ.,Thﬂ.] pembusatan
surat
< P
SUERAT PENGANTAR
NOMOE .../... [...f ).
No. Naskah Dinas yang Banyaknya Keterangan
Dikirimkan
Diterima tanggal....cocenen.
B o Mama jehatan
Penerima Pengirim dan nama

lenglkap yang
dituli= dalam

huruf awsl
Lapital

6. Pengumuman

a) Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan

tentang suatu hal
pegawai/perseorangan/lembaga baik di
lembaga.

b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pengumuman dibuat dan ditandatangani

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

Susunan

1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

yang ditujukan kepada

dalam maupun di

oleh pejabat

semua pejabat/

luar

yang

a) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b) tulisan...
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b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga,
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor
pengumuman dicantumkan di bawahnya,;

c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah tentang.

Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari:

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan

c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang

terdiri dari:

a) tempat dan tanggal penetapan;

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan
huruf awal kapital; dan

e) cap dinas.

Contoh...
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Contoh Format Pengumuman

NAMA LEMBAGA

PENGUMUMAN
NOMOR .../ ) )] ..

TENTANG

Dikeluarkan di ...
Pada tanggal .................

MNama Jabatan,
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

Penomoranh  yang
berurutan  dslam
zatu tahun
talawin

Judul
Pensumuman
yang dituliz
dengan huruf
kapital

Memuat alazan,
peraturan yeng
menjadi dazar,
dan pemberta-
huan tentang hal
tertentu yang
diangeap
mendezak

Kota sezuai
denzan alamat
Lembazs dan
tangzal
penandstanganan

D. Laporan

1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang

pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi

tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas.

3. Susunan...
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3. Susunan
a. Kepala
Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam
huruf kapital dan diletakkan secara simetris.
b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari:

1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan
tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan,
faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan
yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
dan

4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/
permintaan arahan/ucapan terima kasih.

c. Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri

dari:

1) tempat dan tanggal pembuatan laporan;

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan
huruf awal kapital;

3) tanda tangan; dan

4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

Contoh...
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Contoh Format Laporan

Logo dan
NAMA LEMBAGA nama lembags
JAL AN e yang telah
TELEPON.............., FAKSIMILE ... dicetal:

LAPORAN
TENTANG Judul Laporan
yang drtuhs
dengan huruf
keapital
A Pendshuhlian
1. Umum ‘]I
2. Maksud dan Tujuan
3. Fuang Lmghkup
4. Dazar
E. Kegmatan Vang Dilakzanslan
Memuat
C. Hasil yang Dicapad Laporan
tentang
pelaksanaan
fugas
D. Simpulan dan Saran kedmasan
E. Permtup
J Hota sesum
dengan slamat
Dibuat di oo lernbaga,
pada tangeal .. } tanggal
penandatangs
nan, namsa

jebatan_ tanda
tangan, dan

Tanda Tangan Dan Cap Lembags nama lenglkap.

Namsa Jsbatan Pembusat Laporan,

Mamsa Lengkap

E. Telaahan Staf
1. Pengertian
Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau
staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan
dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
2. Susunan
a) Kepala
Bagian kepala telaahan staf terdiri dari:
1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas;

2) uraian singkat tentang permasalahan.

b) Batang...
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b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang
persoalan yang akan dipecahkan;

Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan
data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang
dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang
akan datang;

Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan
landasan analisis dan pemecahan persoalan;

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya,
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan

pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas

saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi.

Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri dari:

1)

2)
3)
4)

nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf
awal kapital;

tanda tangan;

nama lengkap; dan

daftar lampiran (jika diperlukan).

Contoh...
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Contoh Format Telaahan Staf

TELAAHAN STAF
TENTANG

[. Perzpalan

Earian perzoslan memuat pernyataan zingkat dan jelas tentang perspalan yang
glkan dipecahlan.

[[. Preangsapan

Prasngeapan memuat duspsn yang berslazsn berdazarken datas dan zeling
berhubungan zezuai dengan =ituezi  yang dihadapi dan merupaksn
kemunsldnan kejadian dimaza mendatang,

[[[. Fakts yang Mempenegsruhi

EBazian fakisa yanz mempengaruhi memuat fakis yang merupsksn landszen
analiziz dan pemecahan persoalan.

V. Analisi=

Bazian ini memuat anaelizi= pengaruhb praanzeapan dan fakts terhedap
perzoglan serta slkibatnys, hambatan serts keuntunsgan dan kerusiannya, serta
pemecahan atau cara bertindalk yene mungkin atau dapat dilalulksn.

V. Simpulan

EBagian simpulan memuat intizeri hasil diskosi dan pilihean dan zatu cara
bertindal: atan jalan keluar zehagei pemecshan perzpalan yang diheadsapd.

VI. Saran
Eagian zaran memuat zecars ringkasz dan jelas tentsng zarean tindskan untulk

mengatazi perzoalan yang dihedapi.

Nama Jabatan Pembusat Telaahan Staf
Tanda Tangan

Nama Lensgkap

BAB II...
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BAB II
PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Pembuatan

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas

dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang

disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan

syarat-syarat sebagai berikut:

1.

Ketelitian
Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan
kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur,

kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

. Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang

dimuat dalam naskah dinas.

. Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis
secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami
bagi pihak yang menerima naskah dinas.

Pembakuan

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga

dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable.

B. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan

kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.

1.

Nomor Naskah Dinas Arahan

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis,
Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat
Edaran
Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan
penetapan terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut
dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan

tahun terbit.

Contoh...
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Contoh Format Penomoran Peraturan:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

Contoh Format Penomoran Prosedur Tetap:

PROSEDUR TETAP
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG

Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

SURAT EDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS

NOMOR ... TAHUN ...

Nomor WNaslkah

. Tahun Terbait

b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis merupakan

peraturan, yang penomorannya sama dengan nomor peraturan.

Susunan penomoran pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk

teknis adalah sebagai berikut:

1) Nomor urut pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk
teknis; dan

2) Tahun terbit.

Contoh...
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Contoh Format Penomoran Pedoman:
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEDOMAN UMUM ...t

Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis:
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS .......cccccciiiiiiiiiinn.

c. Surat Perintah/Surat Tugas
Susunan penomoran surat perintah/surat tugas adalah sebagai

berikut:
1) Kode klasifikasi;
2) Nomor urut surat perintah/surat tugas; dan

3) Tahun terbit.

Contoh Format Surat Perintah:
SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS
NOMOR KP.00.00/2350/2013

KP.00.00 : Kode Klasifikasi;
2350 : Nomor Urut Surat;
2013 : Tahun 2013

2. Nomor Surat Dinas

Susunan nomor surat dinas meliputi:
1) kategori klasifikasi keamanan surat dinas;

2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
3) kode klasifikasi arsip;

4) bulan; dan

5) tahun terbit.

Contoh...
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Contoh Format Penomoran Surat Dinas:
R/01/KP.01/V1/2013

T

Kategori  klasifikasi keamanan
vang Bersifat Eahasia

L

Nomor Urut Naskah Dinas

L

Kode klasifikasi

L

. Bulan

——— Tahun Terbit

3. Nomor Nota Dinas

Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai
berikut:

a. nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);

b. kode klasifikasi;

c. bulan (ditulis dalam dua digit); dan

d. tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas:
Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Bidang Konservasi Arsip

Nomor 190/ KN.01/XI/2013

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun
takwim /kalender

KN.0O1 : Kode Klasifikasi

XI : Bulan Ke-11 (November)

2013 : Tahun 2013

C. Penggunaan Kertas, Amplop Dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk

merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

1.

Kertas Surat

a. Penggunaan Kertas
1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal

70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat,

penggandaan, dan dokumen pelaporan.

2) Pembuatan...
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2) Pembuatan naskah dinas dari draf hingga nett yang dibubuhi
paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas
dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas
arsip.

3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus
menggunakan kertas dengan standar kertas permanen:

a) Gramatur minimal 70 gram/ m?

b) Ketahanan sobek minimal 350 mN

c) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18
(metode MIT)

d) pH pada rentang 7,5-10

e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg

f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya
disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari:

a) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x
330 mm,;
b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang
berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci);
c) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 210 mm ( 8% x 11% inci);
d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210
mm ( 8% x 11% inci); dan
e) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x
210 mm ( 84 x 11% inci).
2. Amplop
Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk
surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang
digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai
dengan keperluan lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan
efisiensi.
a. Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas

disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang

akan didistribusikan.

b. Warna...
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b. Warna
Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau
coklat muda.

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan
Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat
tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/logo lembaga, nama
lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan
naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga dan
alamat lembaga.

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan
mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi
dengan  kepala surat menghadap ke depan ke arah
penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela
kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat

pada jendela amplop.

Contoh...
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Contoh Format Melipat Kertas Surat

—aray Sasarms

Pertama, sepertiga bagian
p o bawah lembaran  kertas
surat dilipat ke depan

Lembar Kertas Surat

F

/ Kedua, sepertiga bagian atas

lembaran kbrtas surat
dilipat ke belalang

O

Ketiga, surat dimasukkan
ke dalam sampul dengan
bagian kepala surat
menghadap ke depan ke
arah pembaca penerima

Pada sampul yang
menggunakan jendela kertas
kaca, alamat tujuan pada
kepala surat harus tepat di

balik jendela kertas kaca

D. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian,
estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

1. Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi.
2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris
kedua adalah satu spasi.

3. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

Jenis...
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Jenis dan Ukuran Huruf

1. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah tahoma 12.

2. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah
bookman old style 12.

3. Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf arial 12.

Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu
halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris
terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata
penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama
dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman
berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring,
kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak

digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling

Bawah

adalah media...

Media ... < Kata Penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media

elektronik ...dst.

-9 .
media eleltroril e e e
O « £:1

E. Penentuan...
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E. Penentuan Batas / Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas,

diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik

pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat

ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan

ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat

naskah dinas, yaitu:

1. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi
dibawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya
2 cm dari tepi atas kertas;

2. ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;

3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan

4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas
bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu
naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam

paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

F. Nomor Halaman
Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut
angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak

perlu mencantumkan nomor halaman.

G. Tembusan
Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang

menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

H. Lampiran
Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi
nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan

nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

I. Penggunaan...
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Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas

sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas

di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan

lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan amplop.

1. Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas

adalah sebagai berikut.

a. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda

pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

b. Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani

sendiri oleh:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)

Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat;

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada
semua badan peradilan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri, Wakil Menteri, jabatan setingkat menteri, dan wakil
jabatan setingkat menteri;

Kepala lembaga pemerintah non kementerian;

Ketua dan anggota lembaga non struktural (pejabat negara
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang);

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh;

Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

c. Lambang...
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c. Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat yang
diwakilinya.

d. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara
simetris pada naskah dinas.

2. Penggunaan Logo

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf
yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas lembaga
agar publik lebih mudah mengenalnya.

b. Setiap lembaga wajib memiliki logo sebagai identitas lembaga.

c. Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain pimpinan tertinggi
pada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dan sekretariat
lembaga negara.

d. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas.

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama

a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G),
menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara.

b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar
kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki

lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

J. Pengaturan Paraf Naskah Dinas Dan Penggunaan Cap
1. Pengaturan Paraf Dinas
a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis.

1) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh
dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural dibawahnya;

2) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf;

3) Naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus
diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh
pejabat yang menandatangani dan pejabat pada dua jenjang
jabatan struktural dibawahnya; dan

4) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:

a) Untuk...
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a) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat
penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan/setelah
nama jabatan penandatangan,;

b) Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat
penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/sebelum
nama jabatan penandatangan; dan

c) Untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah paraf
pejabat yang di atasnya.

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.
Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit

terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.

Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi:

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS JENDERAL
INSPEKTUR JENDERAL
DIRJEN I

DIRJEN II

KABAN I

KABAN II

STAF AHLI BID.......

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II

PARAF KOORDINASI

KARO I

KARO II

KARO III

KARO IV

KARO V

2. Penggunaan...
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2. Penggunaan Cap
a. Pengertian Cap
Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu
lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap
dinas dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Cap Jabatan
Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang
digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas.
2) Cap Lembaga
Cap lembaga adalah cap yang memuat lambang negara/logo
lembaga yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas.
b. Bentuk Cap
1) Cap Jabatan
Untuk lembaga, menggunakan tinta berwarna ungu dengan

ukuran diameter sebagai berikut:

40 mm

39 |mm

50 mm

Gambar 1. Cap Jabatan
2) Cap Lembaga
Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai
berikut:
Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 =
18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran
R1 =+ 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. (Pindahkan ke samping

gambar).

Logo...
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Logo

Nama Lembaga

Gambar 2. Cap Lembaga

c. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia
Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan
tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) sebaiknya
menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa menggunakan
tinta dengan maksud wuntuk menghindari penyalahgunaan

pemakaian.

K. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas
Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau
bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan,
pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.
1. Pengertian
a. Perubahan
Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang

dinyatakan dengan lembar perubahan.

b. Pencabutan...
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b. Pencabutan
Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru
ditetapkan.

c. Pembatalan
Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas
tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam
naskah dinas yang baru.

d. Ralat
Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi
naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang

baru.

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau
dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah
dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan

oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

BAB III...
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BAB III
PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan negara;

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi
yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga
maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap
privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak
kemitraan dan reputasi;

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian
finansial yang signifikan; dan

4. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya

dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap
keamanan negara.
Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan
dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di suatu lembaga,
dimungkinkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 (dua)
tingkat/derajat klasifikasi naskah dinas.

Hak akses naskah dinas:

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak
akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat
dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal
dan penegak hukum; dan

2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada

semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

B. Perlakuan...
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B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan
Akses
1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses,
diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas
naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah
dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:
a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah;
b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta
warna merah;
c. Naskah dinas Terbatas diberikan kode ‘I” dengan menggunakan tinta
hitam; dan
d. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode ‘B’ dengan

menggunakan tinta hitam.

2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing
Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan
pengamanan tingkat tinggi pada mnaskah, dengan tujuan untuk
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap
keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:
a. Kertas khusus
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya
diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus
berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan

pelacakan.

b. Watermark...
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b. Watermarks

Gambar 3. Watermarks

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih
terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan
cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

c. Rosettes

Gambar 4. Rosettes

Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis
melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu.
Biasanya menyerupai bunga.

d. Guilloche

Gambar 5. Guilloche

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis
melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang
terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border

yang indah.

e. Filter Image...
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e. Filter image

Gambar 6. Filter Image

Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila
filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat
pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

f. Anticopy

Original Paper After Color Copy After General Copy

SecuPaper Sample

Hasil...
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Gambar 7. Anticopy

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada
area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen
ini difotocopi.

g. Microtext

Gambar 8. Microtext

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen
pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat
kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis.
Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat teks ini.

h. Line width modulation

Gambar 9. Line Width Modulation

Adalah...
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Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan
garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus
maupun lengkungan pada area tertentu.

i. Relief motif

Gambar 10. Relief Motif

Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan
pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan

image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul.

j- Invisible ink

Gambar 11. Invisible Ink

Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks,
gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus
untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila

diamati dibawah sinar ultra violet.

3. Pembuatan...
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3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia
Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan
ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan
pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait.

Untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi,

diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat.

BAB IV...
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BAB IV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Penggunaan Garis Kewenangan
Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan
di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat
dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat
berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani
oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.
B. Penandatanganan
Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat
dilaksanakan dengan menggunakan empat cara.
1. Atas Nama (a.n.)
Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat
yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang
melimpahkan wewenang.
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama
jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital

pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

Contoh...
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Contoh Format Atas Nama:

A 11, Mentery oo eeaaanennn

Direktur Jenderal ............ccooiiinnl L. .

2. Untuk Beliau (u.b.)
Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa
memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya,
sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.).
Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat
struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang
melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang

melimpahkan wewenang.

Contoh Format Untuk Beliau:

A 11 Menters oo et

Sekretaris Kementerian,

u.b.

Kepala Biro ... ............

3. Pelaksana Tugas (Plt.)
Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.),
adalah sebagai berikut:
a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu

ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.

b. Pelimpahan...
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b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif ditetapkan.

c. Plt bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya.

Contoh Format Pelaksana Tugas:

Plt. Kepala Biro Umum,

TandaTangan

4. Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu
ada pejabat sementara yang menggantikannya.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif kembali di tempat.

c. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya

kepada pejabat definitif.

Contoh Format Pelaksana Harian:

Plh. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

C. Kewenangan Penandatanganan
1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani

naskah dinas antar lembaga yang bersifat

kebijakan...
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kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan
tertinggi lembaga.

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani
naskah dinas yang tidak bersifat
kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan kepada
pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain

yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.

BAB V...
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BAB V
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan

lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus

diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Masuk

1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari

orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk:

a.

Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan atau

unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas

atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan.
Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat

atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan.

2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan

sebagai berikut:

a.

Penerimaan
Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup
dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: sangat

rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa (B).

. Pencatatan

1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang
telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.
2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah
dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah
dinas meliputi:
a) Nomor urut.
b) Tanggal penerimaan.
c) Tanggal dan nomor naskah dinas.
d) Asal naskah dinas.
e) Isiringkas naskah dinas.
f) Unit kerja yang dituju.

g) Keterangan.

3) Sarana...
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3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa:
a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk.
b) Kartu kendali.
c) Takah.
d) Agenda Elektronik.
c. Pengarahan

1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia,
rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah
yang dituju.

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka
dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami
keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit
pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

d. Penyampaian

1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai
dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas.

2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi
tentang:

a) Nomor urut pencatatan.

b) Tanggal dan nomor naskah dinas.

c) Asal naskah dinas.

d) Isiringkas naskah dinas.

e) Unit kerja yang dituju.

f) Waktu penerimaan.

g) Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah.

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a) Buku ekspedisi.

b) Lembar tanda terima penyampaian.

B. Naskah Dinas Keluar
1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim
ke orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar:
a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit
kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung

oleh pejabat atau staf unit pengolah.

b. Sebelum...



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap

kelengkapan naskah dinas, meliputi:

1)
2)

Nomor naskah dinas;

Cap dinas;

3) Tandatangan;

4) Alamat yang dituju; dan

S)

Lampiran (jika ada).

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan

sebagai berikut:

a. Pencatatan

1)

2)

3)

Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana
pengendalian naskah dinas keluar.

Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.
Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi:

a) Nomor urut.

b) Tanggal pengiriman.

c) Tanggal dan nomor naskah dinas.

d) Tujuan naskah dinas.

e) Isiringkas naskah dinas.

f) Keterangan.

Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat
berupa:

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar.

b) Kartu kendali.

c) Takah.

d) Agenda Elektronik.

. Penggandaan

1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak
naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai
dengan kebutuhan.

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas
keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi
keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus

diawasi secara ketat.

c. Pengiriman...
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c. Pengiriman

1)

2)

3)

Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat
lengkap dan nomor mnaskah dinas sesuai dengan kategori
klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R),
Terbatas (T), dan Biasa (B).

Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi
keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T)
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya
mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap
dinas.

Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat
dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda u.p’
(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti

dibawah nama jabatan yang dituju.

d. Penyimpanan

1)

2)

3)

Kegiatan  pengelolaan naskah  dinas  keluar harus
didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang
berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal
naskah dinas keluar.

Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan
naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan
jenjang kewenangannya.

Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan
menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang

memiliki informasi atau subyek yang sama.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUSTARI IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepal

Hukum dan Kepegawaian,

N
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